BABI

PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 2 ayat (1) menyalakan bahwa ‘‘ kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dlaksanakan menurut Undang-Undang Dasar . perubahan tersebut bermakna bahwa
kedaulatan rakyat tidak lag: dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan
menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut sefuruh anggota DPR. DPD, Presiden dan
Wak! Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotu dipitih melalui pemilihan
wnum Yyang dilaksanakan secara langsung. umum. bebas, rahasia. jujur. dan adil
setiap lima tahun sekali. Melalui pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan
pemerintahan yang demokratis.

Sesua: dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan
secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat.
partisipasif. mempunyai derajat keterwakian yang lebib tinggi. dan memiliki
mekanisme pertanggung jawaban yang jelas. Berdasarkan tujuan dan pcrubahan
pelaksanaan pemilu terscbut maka masyarakat sebagai pemegang hak dipilih dan
memilih harus memiliki pengetahuan tenseng apa dan bagaimana pemilu tersebut dan
bagaimana dilaksanakan.

Sechubungan dengan peitanyaan bagaimana dilaksanakan pemilu tersebut

maka instansi terkait baik itu lembaga resmi melalui Komisi Pemiliban Umum (KPL))
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dan LSM-LSM yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan mengadakan

penyuluhan-penyuluhan dalam pelaksanaan pemilu.

Keberadaan KPU diatur di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001
Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemiliban Umum (KPU)
adalah sebuah lembaga publik yang secara penuh mengabdi untuk kepentingan publik
dalam konteks pemilu. dan disebabkan hal tersebut KPU pada batasan tertentu
memang harus terbuka untuk diakses olch publik dengan berbagai cara dan berbagai
kepentingan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2001 :
(I) Membentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU,

(2) KPU secbagaiman dimaksud dalam ayat (1) adalah badan penyelenggaraan
Pemtilihan Umum yang independent dan non partisan. berkedudukan di Ibukota
Negara.

Alasannya. inilah barangkali yang tepat disebut sebagai dimensi
akwriabilitas KPU terhadap hak politik masyarakat. Atau paling tidak. unatuk
memberikan ruang yang cukup bagi apa yang di dalam prinsip demokrasi dikenal
sebagai "hak masyarakat untuk tahu". Tentu saja. tidak setiap tanggapan publik
terhadap kinerja KPU mesti ditakzimi dan diangpap can dv no wrong. Apalagi.
tanggapan publik itu lahir dari sebuah ketidakpahaman atau kerancuan perspektif.
Harus dipahami. KPU bukaniah peipanjangan kepentingan kekuasaan seperti fiungsi
yang diperankan lembaga sejenis di zaman ®rde Barw Eksistensialitas KPU semata-
mata tunduk pada amanat UU untuk melayani pemenuhan hak politik rakyat tidak

kurang dan tidak lebib.
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Membahas KPU sebagai suatu dimensi hukum khususnya Hukum
Administrasi Negara adalah suatu hal yang menarik. selain disebabkan peran
scntralnya untuk mclangsungkan pemilu sebagai suatu sistem tegaknya demokrasi
juga disebabkan tugas pelaksanaan pemilu yang di akhir-akhir ini sering digambarkan
sebagai suatu bentuk kegapalan kerja KPU, KPU terbit dari kebijakan-kebijakan
publik vang diurus oleh segelintir manusia yang disebut DPR RI. yang masing-
masing anggola DPR-RI tersebut terikat dengan sistem yang membentuknya. Atau
dengan perkataan lain anggola DPR-RI terikat dengan sistem kepartaiannya yang
mengirimkan mereka menjadi anggota DPR.

Hukum Administrasi Negara juga memberikan suatu kajian terhadap peranan
aparatur negara dalam hubungannya dengan masyarakat luas, sehingga peran tersebut
juga harus dapat dicerminkan dalam operasicnal KPU sebagai suatu komisi, schingga
dengan keadaan tersebut kebijakan-kebijakan yang diambil KPU harus dapat

membenkan arah dari penegakan Hukum Administrasi Negara.

A. Pengertian dan Penegasin Judul

Sebagai suatu bentuk tulisan ilmialt maka pembabasan skripsi ini perfu pula
diberi judul sehingga dengan judul yang diajukan terscbut akan dapat digambarkan
apa yvang akan dibahas penulis dalan skripsi tersebut.

Skiipsi ini befjudul “TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

TERHADAP PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEMILIH
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